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PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan
No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan
huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan
dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan
Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
\ alif | tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- ba B Be
< ta T Te
& sa $ es (dengan titik di atas)
z jim J Je
z ha h ha (dengan titik di bawah)
¢ kha Kh ka dan ha
3 dal D De
3 zal 7 zet (dengan titik di atas)
D ra R Er
J zai Z Zet
o sin S Es
S syin Sy es dan ye
o sad S es (dengan titik di bawah)
U dad d de (dengan titik di bawah)
L ta t te (dengan titik di bawah)
L za z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain koma terbalik di atas
¢ gain G Ge
< fa F Ef
S qgaf Q Ki
S kaf K Ka
J lam L El
o mim M Em
O nun N En




2.

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
K wau W We
A ha H Ha
& hamzah ' apostrof
¢ ya Y Ye
Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
_ Fathah a a
; Kasrah i i
— Dammah u u

Contoh:

<€ -kataba

Jad -fa‘ala

A3 zukira

<y -yazhabu

Jiw  -suila

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat

dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf | Nama
6 Fathah dan ya ai adani
3 Fathah dan wau au adanu
Contoh:
s - kaifa
J$* - haula
3) Maddah

Maddah atau vokal

panjang

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

lambangnya dengan harkat dan huruf,

Harkat dan Nama Huruf & Nama
Huruf Tanda
6.7 Fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas
S... Kasroh dan ya I I dan garis di atas
3.7 Dammah dan waw 8] u dan garis di atas




4)

5)

6)

Contoh:

Jé -qala
[T -rama
Jé -qila
Jds&  -vaqalu
Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a) Ta Marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan
dammah, transliterasinya adalah /t/.

b) Ta' Marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah /h/.

c) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

July) 4, - raudatul al-atfal
- raudatu al-atfal

5l sl - al-Madinah al-Munawwarah
- al-Madinatul Munawwarah

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:
L, -rabbana
J¥ -nazzala

A - al-birr

axd  -nu'ima

&) -al-hajju
Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu J\.
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang
yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf
gomariah.

a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan



7)

8)

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada
dua, seperti berikut:

b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah.
Kata sandang yang diikuti huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun gamariah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sambung/hubung.

Contoh:
da - ar-rajulu
add) - asy-syamsu
&l - al-badi'u
sl - as-sayyidatu
ol - al-galamu
Slad) - al-jalalu

Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan opostrof. Namun, hal ini hanya terletak di tengah
dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
a) Hamzah di awal:
<) - umirtu
s - akala
b) Hamzah ditengah:
Qsa - takhuziina
Qs s - takuliina
¢) Hamzah di akhir:
§( i - Syaiun
s il - an-nauu
Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa
dilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

GBI A sl A O g - Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin.
- Wa innallaha lahuwa khairur-razigin.

Ol sall g Sl | 6840 - Fa aufi al-kaila wa al-mizana.



- Fa aufa al-kaila wal-mizana.

Lgmsn 5 W y2a b pasy - Bismillahi majrehia wa mursaha.

Gl g Gl e 4 g - Wa lillahi 'ala an-nasi hijju al-baiti
manistata‘a ilaihi sabila.

ks 4} gUalidd) (ya - Wa lillahi 'ala an-nasi hijju al-baiti

manistata‘a ilaihi sabila.

9) Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama
diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Jomy V) daaa e g - Wa ma Muhammadun illa rasiil.

LSk A8 (o3 Lulill s g Jg) o) — Inna awwala baitin wudi‘a lin-nasi

lillazi Bi Bakkata mubarakan.

OVAD 4 I3 gl laay g - Syahru Ramadana al-laz1 unzila fihi
al-Quranu.

Ol (381 o) ) 281 - Wa lagad raahu bil-ufugjil-mubini.

Crpalall Gy ditdand) - Al-hamdu lillahi rabbil-‘alamina.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak digunakan.

Contoh:
uf gl gl e pa - Nasrum minallahi wa fathun qarib.
lagea Ja¥) & - Lillahi al-amru jamtan.
- Lillahil amru jami‘an.
ple 5o 0% g - Wallahu bikulli syaiin ‘alimun.
10) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena
itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



MOTTO

Osanyt oSTad alll 148T5: (aSG5T (s s2elinld 535 Oedll )
""Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah,

supaya kamu mendapat rahmat." (Qs. al-Hujurat : 10)

Fa80iall3 lially pliiall 3255 b Jiadl (N alis «ile A Jin 053
AAN o ol IBLAd GLb il IS Blal: JB - JllE
Rasulullah Saw bersabda: “Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang amal yang
lebih utama daripada derajat puasa, sholat dan sedekah? Para sahabat berkata:
Tentu saja. Rasulullah bersabda, yaitu mendamaikan antara dua golongan, karena
sesungguhnya rusaknya perhubungan antara dua golongan itu ialah perkara yang

bisa memutus agama, "(HR. Turmudzi dari Abu Darda’)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.” (Hadits
Riwayat ath-Thabrani, Al-Mu jam al-Ausath, juz VII, hal. 58, dari Jabir bin Abdullah
r.a.. Dishahihkan Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam kitab: As-Silsilah Ash-

Shahihah)



ABSTRAK

Amat Sulaiman, NIM. 5121001. 2021 : “Efektivitas Mediasu kaukus dalam Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2024”. Tesis Magister Hukum
Keluarga Islam, Program Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Taufiqur Rahman,
M.Sy.

Kata kunci : Efektivitas , Mediasi Kaukus, Teori AGIL

Penelitian ini mengamati mengenai Efektivitas Mediasi Kaukus dalam
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2024. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menjelaskan bagaimana efektivitas Mediasi Kaukus dalam Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2024. Pada penelitian ini menggunakan
perspektif Talcot Parsons mengenai teori AGIL (adaptations, goal attainment,
integration, latency). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan studi kasus. Kerangka teori yang digunakan yakni teori AGIL. Kerangka
teori ini menjadi acuan penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode
pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipan dan dokumen. Jadi, 3
metode tersebut saling melengkapi data yang ada di lapangan.

Hasil penelitian menunjukan dalam perspektif Talcot Parsons mengenai teori

AGIL pada efektivitas Efektivitas Mediasi Kaukus dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Kajen Tahun 2024, yaitu (1) Adaptasi (adaptation) yakni
penyesuaian diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan
kebutuhanya. Adaptasi pada efektivitas tindakan pengadilan Agama melalui KAU
untuk memberikan pembekalan dan pembinaan pada calon pengantin baru(2)
Pencapaian tujuan (goal attainment) yakni dalam mengatasi percerian Pengadilan
Agama Kajen melakukan tindakannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku yakni
Dalam praktiknya, Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B telah memulai proses mediasi
sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008. (3) Integrasi
(Integration) Dalam proses ini diperlukan kerjasama Pemerintah Kabupaten
Pekalongan, Kemenag Kabupaten Pekalongan dalam hal ini melalui KUA yang
berada di kecamatan-kecamatan. (4) Pemeliharaan pola (Latency) yakni Dalam
prosesnya Pengadilan Agama Kajen melakukan mediasi dengan memberikan
motivasi terhadap pasangan yang sedang mengajukan proses percerian. Pembinaan
tersebut diharapkan agar pasangan dapat kembali menjadi keluarga yang utuh.
Penulis melihat efektivitas dari sudat pandang Lubis dan Martani Huseini, dalam Putri
(2017) yang menyebutkan 3 ha dalam mengukur efektivitas yaitu (1) Pendekatan
sumber (source approach) mengenai sumber daya yang didapatkan Pengadilan
Agama Kajen, (2) Pendekatan proses (process approach) mengenai efektivitas dari
pelaksanaan program, (3) Pendekatan sasaran (goals approach) menganai hasil dari
tindakan tersebut. Hasil kebaharuan (Novelty) dari peneltian ini meberikan kontribusi
bahwa mediasi kaukus memiliki kelebihan dan keunggulan dalam menyelesaikan
masalah percerian dibandingkan dengan mediasi tradisonal Adapun upaya mediasi
kaukus dalam penyelesaian sudah diupayakan sesuai dengan standar operasional yang
berlaku walaupun hasilnya belum terlihat secara signifikan.



ABSTRACT

Amat Sulaiman, NIM. 5121001. 2021: "Effectiveness of Caucus Mediation in
Divorce Cases at the Kajen Religious Court in 2024". Master's Thesis in Islamic
Family Law, Postgraduate Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Advisors (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Taufiqur Rahman,
M.Sy.

Keywords: Effectiveness, Caucus Mediation, AGIL Theory

This study examines the Effectiveness of Caucus Mediation in Divorce Cases
at the Kajen Religious Court in 2024. The purpose of this study is to explain the
effectiveness of Caucus Mediation in Divorce Cases at the Kajen Religious Court in
2024. This study uses Talcot Parsons' perspective on the AGIL theory (adaptations,
goal attainment, integration, latency). This study uses a qualitative method with a case
study approach. The theoretical framework used is the AGIL theory. This theoretical
framework is the author's reference for answering research questions. Data collection
methods through interviews, participant observation and documents. So, these 3
methods complement the data in the field.

The results of the study show that in Talcot Parsons' perspective regarding the
AGIL theory on the effectiveness of the Caucus Mediation Effectiveness in Divorce
Cases at the Kajen Religious Court in 2024, namely (1) Adaptation, namely adjusting
to the environment and adjusting the environment to one's needs. Adaptation to the
effectiveness of the Religious Court's actions through the KAU to provide supplies
and guidance to prospective newlyweds (2) Achievement of goals (goal attainment),
namely in dealing with divorce, the Kajen Religious Court takes its actions in
accordance with applicable policies, namely In practice, the Kajen Religious Court
Class 1B has started the mediation process in accordance with Law of the Republic of
Indonesia No. 1 of 2008. (3) Integration In this process, cooperation is needed
between the Pekalongan Regency Government, the Pekalongan Regency Ministry of
Religion in this case through the KUA in the sub-districts. (4) Maintenance of
patterns (Latency), namely In the process, the Kajen Religious Court mediates by
providing motivation to couples who are filing for divorce. It is hoped that this
coaching will enable the couple to return to being a complete family.

The author sees the effectiveness from the perspective of Lubis and Martani
Huseini, in Putri (2017) who mentioned 3 things in measuring effectiveness, namely
(1) Source approach regarding the resources obtained by the Kajen Religious Court,
(2) Process approach regarding the effectiveness of program implementation, (3)
Goals approach regarding the results of the action. The novelty of this research
provides a contribution that caucus mediation has advantages and superiority in
resolving divorce problems compared to traditional mediation. Meanwhile, caucus
mediation efforts in resolving have been attempted in accordance with applicable
operational standards, although the results have not been seen significantly.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan
di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama Kajen. Salah
satu penyebab utama tingginya angka perceraian adalah kurangnya komunikasi
efektif antara pasangan, yang berujung pada Kkonflik yang tidak
terselesaikan(Nasution, 2022: 45). Mediasi sebagai salah satu instrumen hukum
bertujuan untuk menyelesaikan konflik sebelum berlanjut ke proses litigasi.
Namun, efektivitas pelaksanaan mediasi, khususnya mediasi kaukus, masih
menjadi tantangan tersendiri. Mediasi kaukus adalah pendekatan di mana
mediator melakukan pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak untuk
menggali akar masalah dan mengeksplorasi solusi yang lebih mendalam tanpa
tekanan dari pihak lawan(Cahyono, 2019: 45).

Dalam konteks ini, pendekatan mediasi kaukus dianggap lebih efektif
dibandingkan mediasi konvensional karena mampu mengurangi ketegangan
antar pihak serta membantu mediator memfasilitasi solusi yang lebih
terfokus(lskandar, D., & Rahayu, 2021:67). Pendekatan mediasi kaukus
memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam perkara
perceraian, terutama karena metode ini memungkinkan mediator untuk
memahami lebih dalam masalah yang dihadapi masing-masing pihak tanpa

tekanan langsung dari pihak lawan. Dalam beberapa penelitian, mediasi kaukus



terbukti lebih efektif dalam mengatasi sengketa dengan tingkat konflik yang
tinggi, seperti pada kasus perceraian(Santoso, 2021: 113) Metode ini juga
dianggap mampu memberikan solusi yang lebih adil dan diterima oleh kedua
belah pihak(Hidayat, 2021: 76)

Pengadilan Agama Kajen, sebagai salah satu pengadilan agama yang
menangani ratusan kasus perceraian setiap tahun, memiliki peran strategis dalam
mengimplementasikan kebijakan mediasi yang efektif.(Pengadilan Agama
Kajen, 2024) Sebagai wilayah dengan beragam latar belakang sosial dan budaya,
pendekatan konvensional dalam mediasi sering kali menemui jalan buntu. Dalam
banyak kasus, pasangan yang bersengketa merasa sulit untuk berkomunikasi
secara langsung dalam satu forum karena emosi yang masih tinggi atau rasa takut
untuk mengungkapkan perasaan di hadapan pihak lawan. Beriku ini data perkara

mediasi di Pengadilan Agama KajenTahun 2024

Penyelesaian Mediasi
No [Bulan BSJIS:“ Perkara| Jumlah Berhasil Tidak | Tidak D Mediasi
Laly |Mediasi| Dimediasi DAaﬁfZi/ Berhasil | Penetapan Belrh?isil Dillaisan:E:tn Berjalan
Putusan Sebagian|Pencabutan
1] 2 3 4 5 6 7 8 9 110 11
1| Jan | 13 17 30 0 0 0 10 0 20
2.| Feb | 12 14 26 0 0 1 8 0 17
3. | Mar| 14 16 30 0 4 6 7 0 13
4. | Apr| 11 10 21 0 2 1 1 0 17
5 Mei | 11 26 37 0 4 4 8 9 20
6. Jun | 12 20 32 0 1 2 3 8 21
7. Jdul 11 24 35 0 2 4 11 0 18
8. | Ags | 11 24 35 0 6 1 10 2 18
9.| Sep | 18 23 41 0 12 2 2 0 25
10.| Okt | 14 30 44 0 7 8 8 0 21
11.| Nov | 16 24 40 0 5 5 8 0 22
12.| Des | 14 16 30 0 4 0 8 0 18
Jumlah 243 403 0 47 34 84 19 231




Di Pengadilan Agama Kajen, pelaksanaan mediasi dalam perkara
perceraian sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya
pemahaman para pihak tentang tujuan mediasi, rendahnya kepercayaan pada
mediator, dan dominasi emosi negatif selama proses berlangsung (Ismail, 2023:
131). Oleh karena itu, penelitian tentang Efektivitas mediasi kaukus di
Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2024 menjadi penting untuk memberikan
evaluasi menyeluruh terhadap implementasi metode ini dan rekomendasi untuk

pengembangan mediasi di masa mendatang.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berfokus pada berbagai aspek

yang mempengaruhi efektivitas mediasi kaukus dalam perkara perceraian di

Pengadilan Agama Kajen. Berikut adalah beberapa isu yang diidentifikasi:

1. Tingginya Angka Perceraian
Meningkatnya jumlah perkara perceraian menunjukkan bahwa banyak
pasangan yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam rumah
tangga mereka secara efektif. Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Kajen
mencatat lebih dari 1.200 kasus perceraian, yang menjadi indikator jelas
perlunya intervensi yang lebih baik melalui mediasi.

2. Minimnya Pengetahuan tentang Mediasi
Banyak pihak yang berperkara belum memahami prosedur mediasi dan
manfaatnya. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya informasi ini
mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam proses mediasi, yang dapat

berujung pada keputusan yang lebih buruk di pengadilan.(Susanti, 2022)



3. Persepsi Negatif terhadap Mediasi
Beberapa pasangan masih memiliki pandangan negatif terhadap mediasi,
menganggapnya tidak efektif atau hanya sebagai formalitas. Persepsi ini
dapat menghambat niat mereka untuk berpartisipasi dalam mediasi
kaukus, sehingga mengurangi kemungkinan penyelesaian yang baik.
(Firmansyah, 2021)

4. Kompleksitas Masalah Keluarga
Kasus perceraian sering melibatkan berbagai isu, seperti hak asuh anak,
pembagian harta, dan tanggung jawab finansial. Kompleksitas ini
membuat mediasi menjadi tantangan tersendiri. Mediator harus memiliki
keterampilan untuk menangani berbagai isu emosional dan psikologis
yang muncul dalam proses tersebut.(Adhianto, n.d.)

5. Kurangnya Keterampilan Mediator
Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator
dalam membangun komunikasi dan kepercayaan antara pihak-pihak yang
berperkara. Namun, tidak semua mediator memiliki keterampilan dan
pengalaman yang cukup untuk menangani kasus perceraian yang
kompleks.(Widianto, n.d.)

6. Tantangan dalam Komunikasi
Dalam mediasi kaukus, mediator harus mampu mengatasi kesulitan
komunikasi yang sering muncul antara pasangan yang bersengketa.
Ketegangan emosional dan konflik yang mendalam sering Kali

menghalangi proses mediasi untuk berjalan dengan lancar. (Rahmawati, n.d.)



7. Dampak Psikologis pada Pihak-pihak yang Berperkara
Perceraian dapat membawa dampak psikologis yang berat bagi kedua
belah pihak dan anak-anak yang terlibat. Efek jangka panjang dari proses
perceraian yang tidak harmonis dapat mengganggu kesehatan mental dan
emosional semua pihak.(Kurniawati, n.d.)

8. Efektivitas dan Keberhasilan Mediasi
Meskipun ada banyak bukti yang menunjukkan keberhasilan mediasi
kaukus, masih ada keraguan tentang seberapa efektif metode ini
dibandingkan dengan proses litigasi tradisional. Perlu ada evaluasi
sistematis mengenai hasil mediasi kaukus di Pengadilan Agama Kajen
dan dampaknya terhadap penyelesaian perkara perceraian. (Zainal, n.d.)

9. Aksesibilitas Proses Mediasi
Terkadang, pihak-pihak yang berperkara mengalami kesulitan dalam
mengakses layanan mediasi. Faktor seperti lokasi, waktu, dan biaya dapat
menjadi penghalang bagi pasangan untuk mengikuti proses mediasi yang
ditawarkan oleh pengadilan.(Setiawan, n.d.)
Dengan identifikasi masalah yang lebih rinci ini, penelitian dapat
difokuskan pada penyelidikan yang lebih mendalam terhadap berbagai
faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi kaukus dalam perkara

perceraian.



1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, pembatasan masalah diperlukan untuk menjaga

fokus dan memperjelas ruang lingkup yang akan diteliti. Berikut adalah

beberapa pembatasan yang akan diterapkan:

1.

Fokus pada Mediasi Kaukus

Penelitian ini akan terbatas pada metode mediasi kaukus sebagai
pendekatan penyelesaian sengketa dalam perkara perceraian. Mediasi
kaukus merupakan proses di mana mediator berinteraksi secara terpisah
dengan masing-masing pihak, dan penelitian ini tidak akan membahas
metode mediasi lainnya, seperti mediasi biasa atau mediasi berbasis
kelompok.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Kajen. Dengan
demikian, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk
pengadilan agama di daerah lain. Penelitian ini akan mengeksplorasi
konteks lokal yang khusus, termasuk budaya, nilai-nilai, dan praktik
hukum yang ada di daerah tersebut.

Waktu Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada kasus-kasus perceraian yang diproses
melalui mediasi kaukus selama tahun 2024. Data yang akan dianalisis
mencakup kasus-kasus yang sudah dilaksanakan mediasi, dan tidak

akan mencakup kasus yang belum melalui proses mediasi.



Partisipasi Pihak Berperkara

Penelitian ini akan membatasi subjek penelitian pada pasangan yang
terlibat dalam proses mediasi kaukus di Pengadilan Agama Kajen.
Fokus akan diberikan pada persepsi dan pengalaman mereka selama
proses mediasi, serta hasil akhir yang dicapai.

Aspek Hasil Mediasi

Penelitian ini akan mengeksplorasi hasil dari proses mediasi kaukus,
seperti kesepakatan yang dicapai, waktu yang dihabiskan dalam
mediasi, serta dampak mediasi terhadap hubungan antar pihak. Aspek-
aspek lain yang tidak terkait langsung dengan hasil mediasi, seperti
keputusan pengadilan setelah mediasi, tidak akan menjadi fokus utama.
Faktor Eksternal yang Mempengaruhi

Penelitian ini tidak akan mencakup faktor-faktor eksternal yang dapat
mempengaruhi keputusan perceraian, seperti kondisi ekonomi makro,
intervensi pihak ketiga, atau faktor sosial-politik yang lebih luas. Fokus
utama adalah pada proses mediasi dan pengalaman pihak-pihak yang
berperkara.

Jenis Kasus Perceraian

Penelitian ini akan membatasi jenis kasus perceraian yang diteliti,
dengan fokus pada perceraian yang tidak melibatkan unsur kekerasan
dalam rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsentrasi pada

mediasi sebagai alternatif penyelesaian yang damai dan konstruktif.



Dengan pembatasan masalah yang jelas, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan hasil yang lebih fokus dan mendalam mengenai efektivitas
mediasi kaukus dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen.
Pembatasan ini juga membantu dalam menyusun pertanyaan penelitian dan

metodologi yang sesuai untuk mencapai tujuan penelitian.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini akan mengarah pada eksplorasi
yang berperkara terhadap proses dan hasil mediasi kaukus? mendalam
mengenai efektivitas mediasi kaukus dalam perkara perceraian di Pengadilan
Agama Kajen. Berikut adalah rumusan masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi kaukus dalam perkara perceraian di

Pengadilan Agama Kajen?

2. Mengapa mediasi kaukus dipilih dalam menyelesaikan perkara
perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2024 ?

Dengan rumusan masalah ini, penelitian diharapkan dapat memberikan
pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas mediasi kaukus dalam
penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen. Penelitian ini
juga akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci yang dapat
memberikan kontribusi terhadap praktik mediasi dan kebijakan hukum yang

lebih baik.



1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas

dalam mengeksplorasi efektivitas mediasi kaukus dalam perkara perceraian di

Pengadilan Agama Kajen. Berikut adalah tujuan penelitian :

1.

Menganalisis efektivitas mediasi kaukus dalam perkara perceraian di
Pengadilan Agama Kajen berdasarkan konsep AGIL dalam teori
struktural fungsional Talcott Parsons.

Mengidentifikasi sejauh mana proses mediasi kaukus dapat beradaptasi
(Adaptation) dengan karakter sosial dan budaya masyarakat dalam
penyelesaian sengketa perceraian.

Menilai keberhasilan mediasi kaukus dalam mencapai tujuan (Goal
Attainment), yaitu mengurangi konflik dan menghasilkan kesepakatan
yang adil bagi kedua belah pihak.

Menelaah peran mediasi kaukus dalam mengintegrasikan (Integration)
nilai-nilai sosial dan hukum Islam dalam proses perceraian di Pengadilan
Agama Kajen.

Menjelaskan bagaimana mediasi kaukus dapat berkontribusi pada
pemeliharaan pola sosial (Latency) dengan menjaga keseimbangan
hubungan sosial setelah perceraian.

Mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung dalam implementasi
mediasi kaukus serta menawarkan solusi untuk meningkatkan

efektivitasnya dalam sistem peradilan agama.
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1.6 Manfaat Penelitian
Berikut adalah manfaat penelitian mengenai Efektivitas Mediasi Kaukus
dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2024 secara
teortis dan praktis:
1.6.1 Segi Teoritis

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini dapat
menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang mediasi dan
hukum keluarga, khususnya dalam konteks perceraian. Dengan
mempelajari  efektivitas Mediasi Kaukus, penelitian ini
memberikan kontribusi pada literatur ilmiah dan teori-teori yang
ada.

2. Validasi Teori: Hasil penelitian dapat digunakan untuk
memvalidasi atau menolak teori-teori yang ada terkait dengan
penyelesaian konflik dan mediasi. Dengan pendekatan Kaukus,
mungkin ada temuan baru yang memperkaya diskursus
akademik.

3. Dasar Pemikiran untuk Penelitian Lanjutan: Penelitian ini dapat
menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, baik dalam konteks
yang sama maupun dalam pengembangan metode mediasi
lainnya. Ini juga membuka ruang bagi penelitian multidisiplin
yang melibatkan psikologi, sosiologi, dan hukum.

4. Peningkatan Pemahaman Konsep Mediasi: Melalui analisis

mendalam, penelitian ini dapat membantu memperjelas konsep-
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konsep dasar mediasi dan aplikasinya dalam konteks perceraian,
yang mungkin belum banyak dibahas secara sistematis dalam
literatur.

1.6.2  Segi Praktis

1. Implementasi di Pengadilan Agama: Hasil penelitian dapat
dijadikan pedoman untuk meningkatkan praktik mediasi di
Pengadilan Agama. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang
efektivitas Mediasi Kaukus, hakim dan mediator dapat
menerapkan teknik ini dengan lebih efektif.

2. Peningkatan Kualitas Mediasi: Penelitian ini dapat memberikan
rekomendasi untuk meningkatkan keterampilan mediator,
termasuk pelatihan yang lebih baik dalam menggunakan teknik
Kaukus, sehingga proses mediasi menjadi lebih produktif.

3. Pencegahan Perceraian: Dengan menggunakan metode yang lebih
efektif, penelitian ini dapat membantu mencegah perceraian,
sehingga menjaga stabilitas keluarga dan mengurangi dampak
negatif yang ditimbulkan oleh perceraian terhadap anak-anak dan
masyarakat.

4. Sosialisasi kepada Masyarakat: Hasil penelitian dapat digunakan
dalam program-program penyuluhan hukum yang ditujukan
kepada masyarakat. Ini akan meningkatkan pemahaman tentang

pentingnya mediasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.



5.
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Peningkatan Kerjasama Lembaga: Penelitian ini dapat membuka
peluang kolaborasi antara lembaga hukum, organisasi non-
pemerintah, dan komunitas dalam program mediasi, memperluas

jangkauan serta dampak positif dari program mediasi.



7.1

BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

Kesimpulan

Makna kehidupan telah mengalami perubahan dan pergeseran yang
mempengaruhi perilaku masyarakat. Pernikahan yang dahulu dipahami sebagai
peristiwva sakral, suci dan dapat dijunjung tinggi dengan konsep sakinah,
mawaddah, dan rahmah sudah bergeser maknanya seiring dengan transformasi
sosial dan paradigma masyarakat. Keputusan untuk bercerai saat ini tidak
dianggap tabu dan sebuah kehinaan lagi pada pasangan suami istri yang sedang
dirundung masalah. Kasus-kasus perceraian terjadi disebabkan pasangan suami
istri lebih mengedepankan egositas dan emosional.

Unsur-unsur sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam relasi keluarga telah
hilang eksistensinya pada masyarakat yang sedang mengalami patologi sosial
seperti sekarang ini. Transformasi sosial, budaya, dan moralitas masyarakat
telah bergeser ke arah perilaku pragmatis. Sikap egois, cara menang sendiri
serta tingkat emosional lebih ditonjolkan karena latar belakang yang
diakibatkan oleh kondisi ekonomi keluarga, perilaku hedonis dan pengaruh
lifestyle masyarakat. Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya
dalam perspektif Parsons mengenai teori AGIL menunjukan bahwa tindakan
Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B dalam menanggulangi kasus percerian
mengunakan media kaukus di Kabupaten Pekalongan terbagi menjadi

beberapa fase:

157



1. Adaptasi (Adaptation)

Perspektif Talcott Parsons mengenai teori AGIL menyebutkan
bahwa sistem tindakan disebut dengan adaptasi yakni pembiasaan dengan
lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya. Dalam
praktiknya, Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B telah menjalankan proses
mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2008. Selain Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B, lembaga
lain yang diberikan amanah negara untuk mengurusi permasalahan
perceraian adalah BP4. Dalam melaksanakan tugasnya, BP4 melakukan
dua upaya. Melalui upaya Pertama, Upaya Preventif, yaitu upaya yang
dilakukan BP4 sebelum adanya perkawinan. Kedua ialah upaya Kuratif,
yaitu kegiatan yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan berupa pemberian
nasihat atau mediator terhadap pasangan suami istri yang sedang
mengalami perselisihan dan berupaya mencari jalan keluar terbaik atas
masalah yang mereka hadapi.

2. Pencapaian Tujuan (Goal Attaiment)

Pada proses pencapaian tujuan dalam menanggulangi fenomena
perceraian di Kabupaten Pekalongan dalam teori AGIL menjelaskan bahwa
sistem harus mampu dalam merumuskan tujuan dan cara mencapai tujuan
tersebut. Pencapaian tujuan dari menanggulangi fenomena percerian ini
yaitu dengan melakukan tindakan sesuai dengan SOP yang berlaku.
Pengadilan Agama Kajen telah melakukan tugasnya sebagai salah satu

instrumen penegak hukum yaitu melaksanakan mediasi yang disebut



dengan mediasi peradilan. Seluruh perkara perdata yang diajukan harus
melalui media mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim dan mediator
non hakim.

Integrasi (Integration)

Pada perspektif Talcott Parsons mengenai teori AGIL, menyebutkan
bahwa integrasi merupakan untuk mengatur ketiga sistem lainnya yakni
(A,G dan L) agar berjalan dengan baik. Pada proses integrasi peran warga
sipil dibutuhkan guna untuk berkerja sama dengan pemerintah dalam
menjalankan tujuan dan tindakan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini
diperlukan kerjasama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pengadilan
Agama Kajen, Kantor Urusan Agama Kabupaten Pekalongan dalam hal ini
para Penyuluh di KUA dan masyarakat perlu bersatu padu dalam uapaya
memberikan akses pelayanan terpadu bagi masyarakat guna menekan
angka percerian yang terjadi di Kabupaten Pekalongan. Salah satu diantara
upaya Yyang dilakukan dalam Kkerjasama tersebut adalah dengan
menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan di Kajen.
Pemeliharaan Pola (Latency)

Fungsi terakhir pada perspektif Parsons mengenai teori AGIL yaitu
pemeliharaan pola. Di mana fungsi tersebut berkaitan dengan sistem
budaya yang mana sistem harus melengkapi, memelihara, memperbaiki
dan memotivasi individu. Dalam prosesnya Pengadilan Agama Kajen
melakukan mediasi dengan memberikan motivasi terhadap pasangan yang

sedang mengajukan proses percerian. Pembinaan tersebut diharapkan agar



pasangan dapat kembali menjadi keluarga yang utuh . Proses mediasi
terhadap kasus perceraian pada Pengadilan Agama Kajen telah
dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu PERMA No. 1
Tahun 2016. Dalam PERMA di jelaskan bahwa langkahlangkah yang harus
dilakukan oleh Hakim atau mediator dalam melaksanakan mediasi, yaitu:
Sebelum mediasi dilakukan Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para
pihak untuk menempuh mediasi dan menjelaskan prosedur mediasi. Pada
Pasal 3 Ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016, Setiap Hakim atau Mediator
serta para pihak yang bersengketa wajib mengikuti prosedur penyelesaian
sengketa melalui mediasi.

Melihat dari hasil tindakan Pengadilan Agama Kajen dalam proses
penanggulangan percerian dengan media kaukus melalui perpektif AGIL,
menunjukan hasil bahwa tindakan tersebut kurang efektif. Sebagaimana Lubis
dan Martani Huseini, dalam Putri (2017) menyebutkan bahwa ada 3 hal dalam
melihat efektivitas yaitu (1) Pendekatan sumber (source approach), (2)
Pendekatan proses (process approach), (3) Pendekatan sasaran (goals
approach)

Kegagalan mediasi dari aspek perkara dalam perkara perceraian yang
dihadapi para pihak ditentukan oleh tingkat kerumitan perkara yang dihadapi
dan latar belakang masalah perceraian. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama
Kajen Kelas 1B telah menjalankan proses mediasi sesuai dengan Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Tetapi hasil



7.2

mediasi guna mengurangi tumpukan perkara perceraian masih belum sesuai
harapan.

Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B meskipun sudah memiliki kantor
yang representatif termasuk ruang mediasi. Namun demikian, meskipun
fasilitas dan sarana sudah dimaksimalkan, tingkat keberhasilan mediasi masih
relatif sangat kecil. Maka kesimpulan yang didapat ialah tidak ada hubungan
antara keberhasilan mediasi dengan ruangan mediasi yang representative atau
fasilitas yang nyaman. Fakta di Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B juga
mendukung kesimpulan ini sebab sejak awal pembangunan gedung kantor
Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B , sudah didesain memiliki ruang mediasi
yang representative namun tingkat keberhasilan mediasi dari tahun ke tahun

masih juga cenderung stagnan.

Implikasi
Berikut dua implikasi penelitian yang dapat diambil dari penelitian
berjudul Efektivitas Mediasi Kaukus dalam Proses di Pengadilan Agama Kajen

Tahun 2024:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori
mediasi dalam hukum Islam dan hukum peradilan di Indonesia. Hasil
penelitian dapat memperkuat atau mengoreksi teori tentang efektivitas
mediasi kaukus dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan agama.

Mediasi kaukus terbukti lebih efektif dalam meningkatkan tingkat



keberhasilan mediasi dibandingkan metode mediasi konvensional, maka
temuan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan mediasi
yang lebih berbasis pada pendekatan individu dalam penyelesaian
sengketa.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi Pengadilan Agama
Kajen dan pengadilan agama lainnya untuk meningkatkan kualitas dan
efektivitas proses mediasi. Jika terbukti bahwa mediasi kaukus lebih
efektif dalam mencapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, maka
pengadilan dapat memperkuat kebijakan penerapan metode ini dalam
praktik mediasi. Selain itu, mediator dapat dilatih lebih lanjut dalam teknik
mediasi kaukus untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam

menangani perkara secara lebih efisien.

7.3 Saran
Berdasarakan hasil penelitian, efektivitas mediasi kaukus dalam
penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B, maka
disarankan :

1. Demi mengurangi jumlah perceraian, sebaiknya pasangan suami istri
mengetahui hak dan kewajibannya serta mengedepankan keadilan (equity)
dan Kkesetaraan (equality) agar tidak adanya double burden atau
ketimpangan diantara peran anggota keluarga. Dengan adanya modernisasi

dalam aspek kehidupan, diharapkan pola hidup yang negatif dan sikap



konsumtif berlebihan tidak turut mempengaruhi moral. Setiap pasangan
dalam Islam sudah diajarkan untuk bersifat gana’ah (merasa cukup dan
syukur).

. Selain penanggulangan dari faktor internal (dalam keluarga), lembaga
eksternal yakni lembaga peradilan dan penanggulangan perceraian juga
turut andil untuk menekan angka perceraian. Efektifitas BP4 dan
Pengadilan Agama harus lebih ditekankan. Karena dalam menjalankan
tugas dan perannya, BP4 dinilai belum maksimal, yaitu masih berhenti
pada level idealis-normatif. Namun pada tingkat realitas empiris belum
terwujud secara memadai. Indikatornya adalah angka talak dan gugat masih
tinggi dan masih sedikit suami istri yang melakukan rujuk.

. Peningkatan kualitas BP4 di setiap kecamatan di Kabupaten Pekalongan,
bukan hanya fasilitas bangunan dan kelengkapannya, namun juga fasilitas
dalam proses edukasi para calon pengantin. Materi yang disampaikan harus
lebih aplikatif bukan normatif dan menjadikan program suscatin itu sebagai
persyaratan wajib untuk menikah. Pendekatan kepada masyarakat sekitar
kecamatan lebih erat dengan berbagai kegiatan edukatif, sehingga dari segi
kepercayaan masyarakat bisa timbul dan mampu memenuhi prosedur
apabila terjadi permasalahan yang harus dikonsultasikan pihak berwenang.
Karena ditemukan kelemahan prosedural pada petugas BP4 yaitu ketika
mengurusi perselisihan, klien sering meloncati BP4 (klien langsung ke

Pengadilan Agama dan tidak melalui BP4 kecamatan terlebih dahulu).



4. Tantangan-tantangan yang dihadapi, meliputi problematika keluarga ketika
berhadapan dengan transformasi global, pernikahan usia muda, suasana
psikologis dan spiritual suami istri. Begitu juga dari kelemahan petugas
yaitu segi profesionalisme petugas, keahlian petugas ini dituntut bukan
sekedar ahli dalam disiplin ilmu keislaman saja, namun juga harus
menguasai ilmu-ilmu kemanusiaan lainnya. Disamping itu, bila hal ini tidak
memungkinkan, perlu keterlibatan para ahli dibidang psikologi dari instansi
terkait.

5. Penulis juga menyarankan BP4 dan Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B,
perlu adanya tindakan afektif dan edukatif dari Pemerintah Kabupaten
Pekalongan yang bekerjasama dengan BP4 dan Pengadilan Agama terkait
pencegahan perceraian dengan membenahi faktor utamanya yaitu ekonomi.
Misalnya dengan mengadakan sekolah wirausaha bagi suami-suami yang
memiliki potensi kerja yang baik dan sedang mengalami problematika
rumah tangga. Anggaran Pemerintah untuk membuka peluang usaha atau
tempat usaha ditingkatkan yang kemudian dialokasikan untuk keluarga
dengan pendapatan menengah ke bawah. Selain itu, dengan dorongan
Pemerintah, masjid-masjid di Kabupaten Pekalongan bisa diharapkan
revitalisasinya untuk kemajuan ekonomi umat.

6. Mengenai pergeseran pola percerain dari cerai talak ke cerai gugat yang
dominan, solusinya bisa dibagi dua. Apabila permasalahannya adalah
nusyuz istri, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan mampu

membenahi pola pikir dan akhlak para istri untuk bertanggungjawab penuh



sebagai ibu rumah tangga. Salah satu program yang saat ini sedang
dilaksanakan oleh perkumpulan anggota PKK ialah Sekolah Ibu.
Diharapkan program ini mampu terealisasi di setiap kecamatan sehingga
setiap keluarga lebih terukur problematika dan solusinya. Dan apabila
permasalahannya datang dari pihak suami berarti pada kewajibannya
terdapat cacat. Berdasarkan penelitian, faktor ekonomi adalah pemicu
perceraian yang terbesar sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan mampu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan
menekan harga konsumen. Dengan demikian, minimal pengeluaran bisa

sebanding dengan pendapatan atau tidak defisit.
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